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ABSTRAK

Penelitian ini membahas problematika kedudukan Utusan Khusus Presiden
sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Keberadaan Utusan Khusus Presiden
sebagai perangkat yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas tertentu
di luar organisasi kementerian menimbulkan persoalan mengenai kejelasan
kedudukan kelembagaan, fungsi, dan batas kewenangannya dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang
tindih tugas dan kewenangan dengan kementerian maupun lembaga negara
lainnya, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan
prinsip pembatasan kekuasaan, negara hukum, dan tata kelola pemerintahan yang
baik. Penelitian ini berupaya menjawab rumusan permasalahan, yaitu bagaimana
kedudukan Utusan Khusus Presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem
pemerintahan Indonesia, dan bagaimana analisis prinsip tahdid as-sultah terhadap
kedudukan serta kejelasan fungsi Utusan Khusus Presiden dalam sistem
pemerintahan Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan
pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer diperoleh dari Peraturan
Presiden Nomor 137 Tahun 2024 serta peraturan perundang-undangan terkait,
sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur
hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan teori kelembagaan negara dan
prinsip tahdid as-sultah sebagai pisau analisis dalam mengkaji kedudukan dan
fungsi Utusan Khusus Presiden.

Berdasarkan kerangka penelitian yang dilakukan secara sistematis, hasil
penelitian mencakup dua kesimpulan sebagai temuan dalam pengembangan kajian
hukum tata negara. Temuan pertama menunjukkan bahwa kedudukan Utusan
Khusus Presiden merupakan jabatan yang dibentuk berdasarkan kewenangan
konstitusional Presiden dalam menjalankan fungsi pemerintahan sehingga secara
formal memiliki dasar pembentukan yang sah. Namun demikian, pengaturannya
masih menyisakan persoalan mengenai kejelasan kedudukan kelembagaan, batas
kewenangan, fungsi, dan mekanisme pertanggungjawaban, sehingga berpotensi
menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan kementerian maupun lembaga
negara lainnya. Temuan kedua menunjukkan bahwa berdasarkan prinsip tahdid
as-sultah, pembentukan dan penyelenggaraan jabatan Utusan Khusus Presiden
harus dilandaskan pada prinsip pembatasan kekuasaan, kejelasan pembagian
kewenangan, amanah, keadilan, kemaslahatan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu,
pengaturan mengenai Utusan Khusus Presiden memerlukan perumusan fungsi,
kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas agar selaras
dengan prinsip negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai
hukum Islam.

Kata Kunci: Utusan Khusus Presiden, lembaga non-struktural, kewenangan
presiden, tahdid as-sultah,



ABSTRACK

This study discusses the problematic position of the Presidential Special
Envoy as a non-structural institution in the Indonesian government system based
on Presidential Regulation Number 137 of 2024. The existence of the Presidential
Special Envoy as an apparatus formed by the President to carry out certain tasks
outside the ministerial organization raises issues regarding the clarity of its
institutional position, functions, and limits of authority in the Indonesian state
system. This condition has the potential to cause overlapping tasks and authorities
with ministries and other state institutions, thus raising questions regarding its
compliance with the principles of limitation of power, the rule of law, and good
governance. This study seeks to answer the formulation of the problem, namely
how the Presidential Special Envoy stands as a non-structural institution in the
Indonesian government system, and how the analysis of the principle of tahdid as-
sultah relates to the position and clarity of the Presidential Special Envoy's
function in the Indonesian government system.

This research is a library research with a normative juridical approach.
Primary data sources were obtained from Presidential Regulation Number 137 of
2024 and related laws and regulations, while secondary data came from books,
scientific journals, articles, and relevant legal literature. This study uses the theory
of state institutions and the principle of tahdid as-sultah as analytical tools in
examining the position and function of the Presidential Special Envoy.

Based on a systematic research framework, the study’s results include two
conclusions as findings in the development of constitutional law scholarship. The
first finding indicates that the poition of the President’s Special Envoy is an office
established based on the President’s constitutional authority to carry out
governmental functions; thus, it formally has a legitimate basis for its
establishment. However, its regulatory framework still raises issues regarding the
clarity of its institutional status, the limits of its authority, its functions, and its
accountability mechanisms, thereby potentially leading to overlapping authority
with ministries or other state institutions. The second finding indicates that, based
on the principle of tahdid as-sultah, the establishment and administration of the
office of the President’s Special Envoy must be grounded in the principles of the
limitation of power, clarity in the division of authority, trust, justice, the public
interest, and accountability. Therefore, regulations concerning the Presidential
Special Envoy require a clearer formulation of functions, authorities, and
accountability mechanisms to align with the principles of the rule of law, good
governance, and Islamic legal values.

Keywords: Special Presidential Envoy, non-structural institutions, presidential
authority, tahdid as-sultah,
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pasal 18 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024, utusan
khusus presiden melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden di
luar struktur organisasi kementerian dan lembaga pemerintah lainya.! Pada
tanggal 22 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik
utusan khusus presiden sebuah upacara kenegaraan yang digelar di istana
negara.>. Sejalan dengan itu, pasca amandemen UUD 1945, muncul berbagai
lembaga nonstruktural menjadi konsekuensi dari upaya memperkuat prinsip
demokrasi dan negara hukum. LNS dibentuk melalui peraturan perundang-
undangan untuk menunjang efektivitas fungsi pemerintahan sekaligus
merespon krisis kepercayaan terhadap lembaga negara konvesional.?

Kajian mengenai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintah
Indonesia telah banyak dilakukan, terutama terkait efektifitas, koordinasi, dan
akuntabilitas lembaga yang berada di luar struktur kementerian. Beberapa

penelitian menyoroti aspek politik hukum dan dasar pembentukan lembaga-

'Detik Jateng, “Tugas Utusan Khusus Presiden”,
https://www.detik.com/jateng/berita/d-7670729/ini-tugas-gus-miftah-sebagai-utusan-khusus-
presiden. akses pada 22 Oktober 2025.

2 Kanya Anindita Mutiasari, “Apa itu Utusan Khusus Presiden? Ini Aturan dan
Tugasnya” https://news.detik.com/berita/d-7600800/apa-itu-utusan-khusus-presiden-ini-
aturan-dan-tugasnya. akses pada 22 oktober 2025.

3%Y Hartono, “Urgensi Lembaga Non Struktural Dalam Mewujudkan Good
Governance,” Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 7:2 (Desember 2023), him. 2020.
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lembaga tersebut. Namun, penelitian yang secara khusus membahas utusan
khusus presiden sebagai lembaga non-struktural masih sangat terbatas, yang
berkaitan dasar hukumnya, serta relevansinya dengan prinsip pembatasan
kekuasaan tahdid as-sulgah dalam hukum tata negara Islam.

Tujuan penelitian ini yaitu membahas problematika utusan khusus
presiden yang memiliki ketidakjelasan fungsi dari pemerintah. Kebutuhan
pemerintah dalam menjalankan fungsi negara melalui distribusi kewenangan
lembaga di lingkungan eksekutif. Dalam konteks ini, pembentukan utusan
khusus presiden dapat dipahami sebagai bentuk distribusi fungsi pemerintah
untuk mendukung pelaksanaan kebijakan presiden.*

Penelitian ini dilakukan dengan dugaan bahwa utusan khusus presiden
sebagai lembaga non struktural belum diatur secara spesifik mengenai tugas
dan fungsi dalam sistem pemerintahan Indonesia untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan individu atau kelompok,
sehingga hak dan wewenang pejabat negara harus dibatasi. Mengigat jabatan
utusan khusus presiden berada di luar struktur kementerian dan tidak diatur
secara khusus oleh undang-undang. Penerapan teori lembaga negara penting
dalam konteks institusi, ini dapat menyebabkan tumpang tindih wewenang dan

mengaburkan sistem checks and balances pemerintah jika tidak dibatasi

4 Adam Setiawan, “Analisis Yuridis Terhadap Penataan Struktur Organisasi
Kementerian Dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi,” Supremasi Hukum: Jurnal
Kajian llmu Hukum, Vol. 10:2 (Desember 2021), him. 123.



dengan jelas.> Sementara itu, dalam hukum Islam. Prinsip pembatasan dan
pertanggungjawaban kekuasaan merupakan bagian dari ajaran prinsip takdid
as-sulra , yang menegaskan bahwa kekuasaan harus dijalankan berdasarkan
hukum, dan berkeadilane.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk
dilakukan guna mengkaji secara normatif dan kritis dasar hukum, sumber,
serta batas kewenangan utusan khusus presiden dengan menggunakan teori
lembaga negara. Melalui pendekatan ini, keberadaan utusan khusus presiden
dianalisis sebagai bagian dari struktur kelembagaan negara yang harus
memiliki fungsi yang jelas, serta tidak menimbulkan tumpang tindih
kewenangan dengan organ negara lainnya. Selanjutnya, kajian ini diperdalam
dalam prinsip takdid as-sultah sebagai landasan filosofis guna menegaskan
prinsip  pembatasan kekuasaan, pertanggungjawaban, keadilan, dan
kemaslahatan dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dengan demikian,
keberadaan utusan khusus presiden dapat diposisikan secara proporsional,
memiliki keabsahan hukum, serta sejalan dengan prinsip negara hukum dan

tata kelola pemerintahan yang baik.

5 Danna Muhamad, dkk, “Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden
Dalam Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Perspektif Sovereign Immunity,” Sibatik
Journal: Jurnal llmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan,
Vol. 1:12 (November 2022), him. 3005.

® Muhammad Nur, dkk, “Injustice in the Workload of the Voting Organizing Group
(KPPS) Central Lampung During the 2024 Indonesia General Electio,” Journal Of
International Crisis and Risk Communication Research, Vol. 7:S5 (2024), him. 69.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan pokok dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.

Bagaimana kedudukan utusan khusus presiden sebagai lembaga non
struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia?
Bagaimana kedudukan dan kewenangan utusan Kkhusus presiden

ditinjau berdasarkan prinsip tahdid as-sultah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis paparkan di atas,

maka tujuan penelitian ini di antaranya, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

a.

Menganalisis legitimasi tumpang tindih kewenangan pembentukan
utusan khusus presiden Dalam system Presidensial Kabinet
Menganalisis pentingnya pembentukan utusan khusus presiden dari

pendekatan pembatasan kekuasaan takdid as-sulfah

2. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat teoritis diharapkan penelitian ini akan memberikan
kontribusi  ilmiah  bagi  perkembangan penelitian  hukum
konstitusional, khususnya terkait dinamika lembaga non-struktural di
dalam cabang eksekutif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi
rujukan bagi studi lanjutan yang mengkaji integrasi antara hukum
positif dan hukum Islam, terutama dalam konteks taidid as-sultah

dan teori lembaga negara.



b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan memberikan masukan
konstruksi bagi pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam
memahami landasan yuridis serta urgensi pembentukan utusan
khusus presiden. Maka hasil penelitian ini dapat mendorong
terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel,
transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum serta nilai
kemaslahatan publik.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memberikan gambaran mengenai penelitian-penelitian
terdahulu yang relevan dengan penelitian yang sedang di kaji. Selain itu,
untuk menghindari kesamaan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.
Berikut paparan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan
penilitian yang sedang diteliti.

Pertama, artikel jurnal oleh Askana Fikriana, dkk yang berjudul
“Urgensi Utusan khusus presiden Berdasarkan Perpres No. 137 Tahun 2024
Perspektif Figih Siyasah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran
dan tanggung jawab utusan khusus presiden dalam konteks hukum positif
Indonesia serta mengevaluasi urgensinya menggunakan pendekatan fikih
siyasah, terutama berdasarkan gagasan Imam al-Mawardi tentang wazir al-
tanfidz. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, legislatif,
dan analitis digunakan sebagai metodologi. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa keberadaan utusan khusus presiden sah selama tetap berada dalam

batas wewenang menteri. Berdasarkan sudut pandang fikih siyasah, organisasi



ini dapat diklasifikasikan sebagai pelaksana teknis yang dipercaya untuk

melaksanakan mandat politik kepala negara.’

Kedua, karya ilmiah Adhitya Oktarinda dan Rosmalinda dalam artikel
yang berjudul “Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf
Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji diskursus publik seputar penggunaan staf khusus
presiden oleh sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini menggunakan
data sekunder dan metodologi penelitian normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa keberadaan staf khusus presiden menjadi topik
pembicaraan dan kontroversi di masyarakat. Hal ini meliputi tanggung jawab
yang ambigu dari staf khusus presiden dan prosedur perekrutan yang
membingungkan, yang tampaknya terbatas pada pemberian penghargaan
kepada individu yang berkontribusi pada kemenangan pemilihan.®

Ketiga, karya ilmiah dari Saiful Risky dan Dina Kartikasari yang
berjudul “Supremasi Sipil vs Supremasi Militer: pejabat pembantu presiden
Non kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi” jurnal ini
menganalisis kebingungan norma yang timbul ketika kebijakan eksekutif

bertentangan dengan prinsip supremasi sipil dalam konteks hukum

7 Askana Fikriana, dkk, “Urgensi Utusan Khusus Presiden Berdasarkan Perpres No.
137 Tahun 2024 Perspektif Figh Siyasah,” Al-Zayn: Jurnal limu Sosial & Hukum, Vol. 3:3
(Juni 2025), him. 1659.

8 Adhitya Oktarianda, “Polemik Terhadap Masyarakat Tentang Keberadaan Staf
Khusus Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia,” Jurnal Manajemen, Hukum dan
Sosial, Vol. 2:2 (Desember 2024), him. 74.



konstitusional dan dinamika kekuasaan politik menggunakan pendekatan
interdisipliner atau sosiologis-hukum. Artikel ini berfokus pada ketegangan
normatif yang dapat mengancam supremasi sipil dan meritokrasi reformasi
militer pasca Orde Baru karena kemungkinan kembalinya militer kekuasaan
politik. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerbitan peraturan institusional
melalui keputusan presiden tidak hanya menimbulkan pertanyaan normatif,
tetapi jika menandakan perubahan paradigma hukum politik yang dapat
mengarah pada legalisasi kekuasaan eksekutif dan kembalinya unsur-unsur
otoritarianisme.’

Keempat, karya ilmiah dari Ahmad Ahsin Thohari yang berjudul
“Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi Regulasi di
Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Nonstruktural”. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengevaluasi pemikiran
presiden mengenai pembubaran lembaga negara non-struktural, serta untuk
menilai dampak pembubaran tersebut terhadap sistem hukum dan peraturan di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif
yang menggabungkan pendekatan konseptual berdasarkan tinjauan literatur
dengan pendekatan regulasi. Hasil dari penelitian ini melakukan pembubaran
lembaga negara non-struktural adalah untuk meningkatkan kinerja birokrasi

dengan mengurangi tugas dan tanggung jawab yang berlebihan yang

® Saiful Risky, dkk, “Supremasi Sipil Vs Supremasi Militer: Pejabat Pembantu
Presiden Non-Kementerian dalam Bingkai Reformasi Konstitusi,” Simbur Cahaya, Vol.
32:1 (Juni 2025), him. 101.



menyebabkan penyalahgunaan wewenang dan pengeluaran yang tidak
efisien.’®

Kelima, karya ilmiah Haeruman Jayadi, dkk yang berjudul
“Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat Presiden Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan” penelitian ini bertujuan untuk menentukan status
lembaga negara yang setara dengan presiden. Pendekatan legislatif dan
konseptual digunakan dalam proses penelitian hukum normatif. Peneliti akan
mengkaji secara mendalam ketentuan hukum yang berkaitan dengan peraturan
lembaga negara menggunakan teknik legislatif. Hasil penelitian
menyimpulkan bahwa peraturan presiden setara dengan peraturan pemerintah
(PP) dan memiliki status yang lebih rendah daripada undang-undang karena
merupakan jenis peraturan pelaksana undang-undang. Status ini ditentukan
olen tiga faktor utama: lembaga-lembaga yang membentuknya dalam
kerangka konstitusional, fungsi dijalankan, dan sumber kekuasaan untuk
pembentukannya.*

Keenam, karya ilmiah dari Putri Karimah Harahap, dengan judul

“Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-

¥Ahmad Thohari, “Langkah Penataan Kelembagaan Untuk Mencapai Reformasi
Regulasi Di Indonesia Melalui Pembubaran Lembaga Negara Nonstruktural,” Jurnal
Yuridis, Vol.10:1 (Juni 2023), him. 16.

11 Haeruman Jayadi, dkk, “Kedudukan Peraturan Lembaga Negara Setingkat
Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Risalah kenotariatan, Vol. 4:2 (Desember 2023),
him. 896.



Undangan Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan
hukum peraturan presiden dalam kerangka hierarki hukum Indonesia. Metode
hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa meskipun peraturan presiden memainkan peran strategis
dalam pelaksanaan peraturan tingkat atas, mereka tetap berada di bawah
kekuasaan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Ketujuh, karya ilmiah dari Herlin Wijayanti, yang berjudul “Urgensi
pembentukan Lembaga Pemerintah Khusus di Bidang Pengelolaan Peraturan
Perundang-Undangan”. Tujuan untuk menetapkan ketertiban hukum di
Indonesia, penelitian ini merumuskan permasalahan sebagai berikut:
bagaimana seharusnya rekonstruksi institusional pembentukan peraturan
perundang-undangan dirancang, Penelitian hukum normatif ini menggunakan
metodologi konseptual dan regulatif. Penelitian ini menggunakan studi
kualitatif terhadap norma-norma hukum, metode analisis yang digunakan
adalah  deskriptif-analitis. Dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama,
ketidakseragaman di antara lembaga pemerintah dalam bidang legislasi dan
jumlah lembaga pemerintah yang terlibat dalam pembuatannya menyebabkan
masalah dalam tata kelola institusional. Banyak undang-undang dan peraturan,
terutama peraturan kementerian lembaga, dihasilkan sebagai akibat dari

pengendalian wewenang atribusi dalam penyusunan legislasi berdasarkan

12 putri Karimah Harahap, “Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan Indonesia,” Asas WaTandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial
Keagamaan, Vol. 4:2 ( Juni 2025), him. 233.
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Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Akibatnya,
ketidakharmonisan dan kelebihan regulasi menjadi masalah praktis. Kedua,
sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini, mandat Pasal 99A Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 harus segera diimplementasikan dengan
mendirikan lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani urusan
pemerintah di bidang legislasi.*

Kedelapan, karya ilmiah dari Krisyando Kelmaskosu Umbu Rautu,
yang berjudul “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut
Sistem Presidensial”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji
kewenangan presiden dalam membentuk kabinet sehubungan dengan
perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Undang-Undang Kementerian). Metode penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan
komparatif, dan pendekatan legislatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
perubahan terhadap standar peraturan menteri sesuai dengan sistem
pemerintahan presidensial. Namun, untuk menghindari hanya melayani tujuan
politik jangka pendek, keputusan presiden dalam membentuk kabinet harus
mempertimbangkan profesionalisme, integritas, dan rekam jejak calon

menteri.

13 Herlin Wijayati, “Urgensi Pembentukan Lembaga Pemerintahan Khusus di Bidang
Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal Hukum lus Quia lustum, Vol. 31:3
(Februari 2024), him. 666.

14 Krisyando Kelmaskosu, "Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet
Menurut Sistem Presidensial,” Jurnal Usm Law Review, Vol. 8:1 (Maret 2025), him. 143.
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Kesembilan, karya ilmiah dari Sayyidatiihaya Afra Geubrina Raseukiy
dengan artikel yang berjudul “Selayang Kritis Atas Keberadaan Staf Khusus
Milenial Presiden Jokowi”. Artikel ini mencari penjelasan logis mengapa
Presiden Jokowi terus membela keberadaan tim khusus milenial meskipun
keberadaannya telah menuai banyak kritik. Upaya ini akan dilakukan dengan
menguraikan hubungan antara pembentukan tim Kkhusus milenial dan
preferensi kebijakan Presiden Jokowi. Jenis penelitian yuridis-normatif dan
analisis politik hukum legal policy analysis. Artikel ini menyimpulkan bahwa
komite penasihat presiden memiliki wewenang yang tumpang tindih,
penunjukan tim khusus milenial adalah tidak konstitusional. Selain itu,
penelitian ini menemukan bahwa keberadaan tim khusus milenial hanya
digunakan untuk membela kebijakan pertumbuhan era Presiden Jokowi dari
pada membangun tata negara yang baik.*

Kesepuluh, karya ilmiah dari Farel Rifandum, dengan artikel yang
berjudul “Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara Independen
Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Demokratis Dan Konstitusional”.
Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk merangkum
pentingnya reorganisasi lembaga negara otonom. Reformasi lembaga negara
otonom dapat berfungsi sebagai katalisator dalam pembangunan konstitusi
negara yang lebih demokratis berdasarkan konstitusionalisme dan supremasi

hukum, sehingga mengakhiri era transisi demokrasi Indonesia. Dasar hukum,

15 Sayyidatithayaa Raseukiy, “Selayang Kritik atas Keberadaan Staff Khusus
Milenial Presiden Jokowi,” Padjadjaran Law Review, Vol. 10:1 (Juli 2022), him. 124.
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posisi, hubungan antarlembaga, penamaan, dan prosedur perekrutan pejabat
dan pegawai lembaga negara otonom harus diatur dalam kerangka kerja yang
jelas yang berfungsi sebagai landasan kebijakan.®

Urgensi utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural dalam
sistem pemerintahan Indonesia akan dianalisis secara mendalam dalam studi
ini berdasarkan tinjauan literatur yang telah disebutkan di atas. Menggunakan
metodologi hukum konstitusional dan prinsip takdid as-sultah dalam hukum
Islam, tesis ini berfokus pada landasan hukum, peran, dan fungsi institusional
utusan khusus presiden. Tujuan studi ini adalah untuk menentukan apakah
pembentukan posisi ini memiliki validitas konstitusional, apakah benar-benar
mendesak dan bermanfaat bagi efisiensi pemerintahan, serta apakah
sebenarnya mengakibatkan tumpang tindih wewenang. Hasil penelitian
diharapkan dapat memberikan rekomendasi kostruktif bagi penguatan sistem
ketatanegaraan agar tetap sejalan dengan keadilan, kemaslahatan, dan tata
pemerintahan yang baik.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Lembaga Negara

Lembaga negara dalam pengertian luas mencakup setiap organisasi

maupun individu yang menjalankan fungsi tertentu dalam rangka mencapai

tujuan negara. Namun, dalam pengertian sempit, Hans Kelsen memaknai

1 Farel Rifandanu. “Urgensi Penataan Kembali Lembaga-Lembaga Negara
Independen Dalam Mewujudkan Sistem Pemerintahan Yang Demokratis Dan
Konstitusional,” Datin Law Jurnal, Vol.5:1 (Februari 2024), him. 10.
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lembaga negara sebagai organ negara secara materiel, yakni bahwa
seseorang baru dapat dikategorikan sebagai organ negara apabila secara
pribadi memiliki kedudukan hukum tertentu yang memberinya kewenangan
untuk bertindak atas nama negara, seperti dalam membuat perjanjian,
memutus sengketa, dan tindakan hukum lainnya. *’

Jimly Asshiddigie mendefenisikan lembaga negara adalah organ
yang menjalankan fungsi kekuasaan negara, baik yang dibentuk secara
langung oleh konstitusi maupun yang dibentuk berdasarkan undang-undang,
artinya. setiap instusi yang menjalankan fungsi pemerintahan dan memiliki
kewenangan yang diberikan oleh hukum. 8

Lembaga negara merupakan suatu entitas atau badan yang dibentuk
oleh negara sebagai organisasi formal yang berfungsi untuk menjalankan
tugas dan kewenangan dalam sistem pemerintahan. Keberadaan lembaga
negara memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan fungsi-
fungsi kenegaraan, antara lain dalam proses perumusan kebijakan,
pelaksanaan kebijakan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban, serta

perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan masyarakat. °

17 Moh Mahfud, dkk, Komisi Informasi Reposisi Dan Penguatannya (Yogyakarta:
Deepublish, 2016), him. 2.

18 Nessa Fajriyani, dkk, hukukum lembaga negara (Padang:CV. Gita Lentera,2024),
him. 2.

19 Saleh, Z Zerlina, dan D A Pangestu, Cara Mencari Keadilan Di Mahkamah
Konstitusi (Yogyakarta: Deepublish, 2025), him. 102.
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Contoh lembaga negara di Indonesia antara lain Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan berbagai lembaga
lainnya. Masing-masing lembaga negara memiliki tugas dan kewenangan
yang berbeda, namun pada prinsipnya seluruhnya bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara serta perlindungan terhadap hak-hak
warga negara.

Mengacu pada teori trias politica yang dikemukakan oleh
Montesquieu, kekuasaan dalam suatu negara pada dasarnya dibagi ke dalam
tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif sebagai kekuasaan untuk
membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai kekuasaan untuk
melaksanakan undang-undang, serta kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan
untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-undang. 2

Lembaga negara pada umumnya dibentuk berdasarkan ketentuan
konstitusi maupun undang-undang, sehingga memiliki kedudukan yang sah
dan diakui secara hukum. Dalam pelaksanaannya, lembaga-lembaga tersebut
dipimpin oleh pejabat atau pimpinan yang ditetapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti ketua atau anggota
lembaga. Selain itu, lembaga negara dituntut untuk menjalankan fungsinya
secara independen, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menjamin

objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan tugasnya.

20 1lhamdi Taufik, Organisasi Advokat Di Indonesia - Rajawali Pers (Depok: PT.
RajaGrafindo Persada, 2023), him. 15.
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Independensi tersebut menjadi faktor krusial dalam membangun
kepercayaan publik, sekaligus memastikan bahwa lembaga negara dapat
bekerja secara adil, transparan, dan akuntabel. Dalam kerangka negara
demokratis, lembaga negara juga berkewajiban untuk mengakomodasi
kepentingan rakyat serta memenuhi kebutuhan masyarakat dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, keberadaan lembaga
negara memiliki peran yang fundamental dalam menjaga stabilitas dan
keseimbangan sistem ketatanegaraan, serta dalam mewujudkan keadilan dan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat. %

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, lembaga negara berperan
sebagai perantara antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus berfungsi
sebagai katalisator dalam mendorong pertumbuhan nasional. Pembentukan
lembaga-lembaga tersebut ditujukan untuk merespons berbagai persoalan
aktual, serta mengarahkan pencapaian tujuan negara melalui mekanisme
pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. 22

Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan modern,
pembentukan serta pembagian kewenangan ketiga cabang kekuasaan
tersebut dapat berbeda-beda, bergantung pada sistem ketatanegaraan yang
dianut oleh masing-masing negara. Variasi tersebut mencerminkan

kebutuhan dan karakteristik setiap negara dalam mengatur mekanisme

21 1bid., hlm. 103.

22 Dewi Sulastri, Lembaga-Lembaga Negara (Purwokerto: PT. Revormasi Jangkar
Philosophia, 2025), him. 7.
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penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, sekaligus tetap menjaga prinsip
checks and balances antar cabang kekuasaan. 2

Teori kelembagaan negara memandang bahwa setiap pembentukan
dan keberadaan lembaga negara harus didasarkan pada landasan hukum
yang jelas, memiliki fungsi dan tujuan yang terukur, serta berada dalam
kerangka sistem ketatanegaraan yang terstruktur. Lembaga negara dibentuk
untuk menjalankan fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan,
baik yang bersifat utama maupun penunjang, dengan tetap memperhatikan
prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas.

Dalam konteks tersebut, pembentukan jabatan utusan khusus
presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 menimbulkan
persoalan terkait kejelasan posisi kelembagaan, fungsi, serta ruang lingkup
tugasnya dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji,
mengingat lembaga tersebut tidak termasuk dalam struktur formal
pemerintahan yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang, sehingga
berpotensi  menimbulkan  ketidakjelasan dalam pembagian fungsi
kelembagaan serta tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara
lainnya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan Utusan

Khusus Presiden perlu dikaji secara Kkritis untuk menilai apakah

23 Muzwar lrawan, Hukum Tata Negara: “Negara, Konstitusi, Dan Rakyat: Dialog
Hukum Tata Negara Untuk Publik” (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi IImiah, 2025),
him. 83.
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keberadaannya sebagai lembaga non-struktural memiliki dasar hukum yang
jelas dalam sistem kelembagaan negara. Selain itu, perlu dianalisis pula
apakah pembentukan dan pelaksanaan tugas Utusan Khusus Presiden telah
sesuai dengan prinsip penataan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia, atau justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kelembagaan
serta ketidakjelasan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan teori lembaga negara dalam penelitian ini dimaksudkan
untuk mengkaji sejauh mana kedudukan, fungsi, dan peran Utusan Khusus
Presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkapkan
apakah pengaturannya telah selaras dengan konsep kelembagaan negara
serta prinsip penataan lembaga dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

2. Prinsip Tahdrd As-Sultah

Dalam wacana fikih siyasah dan hukum tata negara Islam
kontemporer, as-sulzah lazim dipadankan dengan "kekuasaan" atau
"otoritas” (authority/power) dalam penyelenggaraan negara, Yyang
mencakup sultah tasyri'iyyah (kekuasaan legislatif), sultah tanfiziyyah
(kekuasaan eksekutif), dan sulzah qada'iyyah (kekuasaan yudikatif).

Secara terminologis, perlu ditegaskan bahwa takdid as-sulzah tidak
ditemukan sebagai istilah baku musralas yang digunakan secara eksplisit
oleh ulama fikih siyasah Klasik, termasuk Al-Mawardi. Istilah ini
merupakan konstruksi akademik yang lazim dipakai dalam kajian fikih

siyasah kontemporer untuk merujuk pada gagasan pembatasan kekuasaan
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penguasa agar tidak melampaui batas kewenangan yang digariskan syariat,
sejalan dengan prinsip bahwa kekuasaan dalam Islam bukan hak mutlak,
melainkan amanah yang terikat pada tujuan syariat magasid asy-syari'ah,
yakni mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan.?* Oleh
karena itu, dalam penelitian ini prinsip takdid as-sulfah dirumuskan secara
operasional sebagai hasil interpretasi peneliti dan bukan kutipan definisi
tunggal dari satu sumber sebagai sekumpulan norma dan mekanisme
dalam fikih siyasah yang membatasi ruang lingkup, cara memperoleh,
serta cara menjalankan kekuasaan oleh penguasa maupun pejabat negara,
agar kekuasaan tersebut dijalankan sesuai koridor syariat, tidak
disalahgunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan library research
yang bersifat kuantitatif. Data diperoleh dari sumber-sumber tertulis, baik
bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara, dan peraturan presiden yang mengatur peran utusan
khusus presiden. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, dan

literatur yang relevan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji sudut

24 Masykuri Abdillah, “Konstitusi Dalam Persepktif Fikih Siyasah: Kedaulatan Dan
Supremasi Hukum Syariah,” Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam Vol 4:2 (2024),
him, 301.
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pandang hukum positif dan fikih siyasah, peran dan urgensi utusan khusus
presiden sebagai entitas non-struktural dalam sistem pemerintahan
Indonesia.
Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu bertujuan untuk
menggambarkan dan menganalisa bagaimana legitimasi kedudukan serta
urgensi utusan khusus presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia
sebagai lembaga non-struktural. Penelitian ini juga bersifat analitis karena
tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum, tetapi juga menganalisis
sejauh mana keberadaan lembaga tersebut memiliki dasar hukum yang
jelas dan selaras dengan prinsip-prinsip tujuan hukum dalam perspektif
hukum positif Indonesia serta nilai-nilai fikih siyasah khususnya prinsip
tahdid as-sulgah.
Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah asas-asas
hukum, kaidah, serta norma yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis
kedudukan dan kewenangan utusan khusus presiden berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 137 Tahun 2024 dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip

hukum tata negara dan administrasi pemerintahan.
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4. Sumber Data

a.

Sumber data primer dalam penelitian ini meliputi Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasehat Khusus Presiden, Utusan
Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, dan staf Khusus Wakil
Presiden, khususnya Pasal 17 sampai Pasal 32 yang mengatur
mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan pertanggungjawaban utusan
khusus presiden.

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-
undangan, artikel akademik, dan sumber literatur lain yang relavan
dengan tema utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural
dalam sistem pemerintahan Indonesia

Data tersier yaitu bahan pelengkap berupa kamus hukum, esiklopedia

hukum, serta sumber resmi dari lembaga pemerintahan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui studi

kepustakaan library research. Penulis mengumpulkan bahan hukum

primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian

melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks,

jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi dari instansi pemerintah. Proses

pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan

menginterprestasikan isi bahan hukum tersebut secara sistematis untuk

memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan, urgensi,
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dan kewenangan utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural
dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif
yuridis, yaitu dengan menafsirkan dan menganalisis bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan terhadap
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasehat Khusus
Presiden, utusan khusus presiden, staf khusus presiden, dan staf khusus
wakil presiden, untuk menilai kedudukan, kewenangan, dan urgensi
pembentukan utusan khusus presiden dalam sistem pemerintahan
Indonesia.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori
kelembagaan dan konsep taidid as-sultah sebagai pisau analisis untuk
menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip hukum tata negara,
asas pemerintahan yang baik, serta nilai-nilai kemaslahatan dalam hukum
Islam. Hasil analisis disusun dalam bentuk uraian argumentatif dan
sistematis untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan
penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terdiri dari 5 bab yang saling berkaitan dan membentuk satu
kesatuan utuh. Sistematika pembahasan ini disusun untuk mempermudah
pembaca dalam memahami arah, alur, dan fokus penelitian. Adapun

sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:
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Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi penjelasan
mengenai latar belakang penelitian tentang problematika utusan khusus
presiden sebagai lembaga non-struktural dalam sistem pemerintahan
Indonesia. Pada bab ini juga dijelaskan rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta
sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan teoretis dan konseptual yang menguraikan
teori-teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain teori lembaga
negara dan prinsip taidid as-sulrah dalam hukum Islam. Bab ini bertujuan
memberikan dasar teoritis untuk memahami dan menganalisis kedudukan
utusan khusus presiden sebagai lembaga non-struktural.

Bab ketiga, berisi deskripsi normatif dan empiris mengenai posisi,
kewenangan, serta fungsi utusan khusus presiden sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Bab ini juga menjelaskan
hubungan lembaga tersebut dengan struktur pemerintahan yang telah ada,
termasuk perbandingannya dengan lembaga non-struktural lainnya di bawah
presiden.

Bab keempat, berisi analisis dan kritik terhadap urgensi pembentukan
utusan khusus presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia. Analisis
dilakukan dengan menggunakan teori lembaga negara dan prinsip takdid as-
sulrah untuk menilai kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan prinsip
hukum, asas pemerintahan yang baik, dan nilai-nilai kemaslahatan dalam

hukum Islam.
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Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan memuat jawaban singkat terhadap rumusan masalah yang telah
dikemukakan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif
bagi perbaikan tata kelola lembaga non-struktural agar lebih sesuai dengan

prinsip hukum dan ketatanegaraan Indonesia.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Kedudukan Utusan Khusus Presiden sebagai lembaga non-struktural
dalam sistem pemerintahan Indonesia merupakan jabatan yang dibentuk oleh
Presiden berdasarkan kewenangan konstitusionalnya dalam menjalankan
fungsi pemerintahan. Secara kelembagaan, Utusan Khusus Presiden tidak
termasuk dalam lembaga negara yang dibentuk oleh Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun kementerian negara,
melainkan merupakan lembaga non-struktural yang dibentuk melalui
Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 untuk membantu Presiden dalam
melaksanakan tugas tertentu di luar lingkup tugas kementerian. Keberadaan
lembaga ini menunjukkan adanya fleksibilitas Presiden dalam membentuk
perangkat pendukung pemerintahan. Namun demikian, sebagai bagian dari
sistem kelembagaan negara, kedudukan Utusan Khusus Presiden tetap harus
didasarkan pada pengaturan yang jelas mengenai tugas, fungsi, dan
kewenangannya agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan
kementerian maupun lembaga negara lainnya serta tetap mencerminkan
prinsip kepastian hukum dan efektivitas kelembagaan.

Kedudukan Utusan Khusus Presiden ditinjau berdasarkan prinsip
takdid as-sulfah pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang pembentukan dan
pelaksanaan kewenangannya memenuhi prinsip pembatasan kekuasaan.

Dalam pemikiran Al-Mawardi, setiap pejabat pemerintahan diberikan

112
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kewenangan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan tidak
diperkenankan melampaui batas kewenangannya. Oleh karena itu, prinsip
takdid as-sulrah menghendaki adanya pembagian kewenangan yang tegas,
kejelasan tugas, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Utusan Khusus Presiden,
pengaturan kewenangan yang masih bersifat umum dalam Peraturan Presiden
Nomor 137 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan Kketidakjelasan batas
kewenangan dan tumpang tindih dengan kementerian atau lembaga lain.
Dengan demikian, agar sejalan dengan prinsip takdid as-sulfah, pengaturan
mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Utusan Khusus Presiden perlu
dirumuskan secara lebih jelas sehingga pembentukan lembaga tersebut tetap
berada dalam Kkoridor pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan tertib
penyelenggaraan pemerintahan.

. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penelitian ini memberikan beberapa
rekomendasi sebagai berukut:

Pertama, kepada pemerintah diperlukan pengaturan yang lebih tegas
dan komprehensif mengenai kedudukan, tugas, dan kewenangan Utusan
Khusus Presiden dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak
menimbulkan ketidakjelasan fungsi serta potensi tumpang tindih kewenangan
dengan kementerian maupun lembaga negara lainnya.

Kedua, kepada DPR perlu dilakukan penguatan mekanisme koordinasi

antara Utusan Khusus Presiden dengan kementerian teknis dan lembaga
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negara lainnya, guna memastikan terciptanya sinergi dalam pelaksanaan tugas
pemerintahan serta menghindari konflik kewenangan.

Ketiga, kepada akademisi, diharapkan melakukan pengembangan
kajian kritis dan komprehensif terkait kelembagaan Utusan Khusus Presiden
dalam prespektif hukum tata negara dan siyasah dustiriyyah guna
memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi rujukan dalam perumusan

kebijakan
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